PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
" PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

% Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
- Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

2.

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092); d

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);




10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tamt?ahan
Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); ,

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5740);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887); :

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 42); '

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



maksud

ndonesia Tahun




8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Anggota DPRD Kota Pematangsiantar.

‘9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutpya
disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar.

‘10. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang
' memimpin Sekretariat DPRD Kota Pematangsiantar.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB 11
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD,
dilaksanakan berdasarkan asas:

efisiensi;
efektifitas;
kewajaran;
rasionalitas;
manfaat; dan
akuntabilitas.

Moo TP

Pasal 3

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD, bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja DPRD;

b. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, integritas dan
kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD;

¢. mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang

DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah; dan

d. mengoptimalkan .peran dan tanggung jawab DPRD dalam
menentukan arah kebijakan dan program/kegiatan untuk
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

BAB III
PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jenis Penghasilan

Pasal 4

. (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan
. yang pajaknya dibebankan pada:

a. APBD, meliputi :
1. uang representasi;

2. tunjangan keluarga;




@

tunjangan beras;
uang paket;
. tunjangan jabatan;
tunjangan alat kelengkapan; dan
7. tunjangan alat kelengkapan lain
b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan meliputi:

1. tun_]angan komunikasi 1ntens1f,.dan

oo A w

2 tunJangan reses;

(2) Pembebanan . pajak. penghasﬂan kepada p1mp1nan dan anggota
DPRD sebageumana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilakukan: sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 5

(1) Uang representasi sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

~ huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD; '

(2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok
. Walikota;

(38) Uang representam wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari uang representasi: ketua DPRD; dan

(4) Uang representasi Anggota DPRD. seb_esar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Bagian Ketiga |
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras |

Pasal 6.

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dlberlkan
setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. .

(2) Tunjangan keluarga dan tunJangan beras bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan
tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil négara sesuai dengan
keétentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 7

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a

angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sebesar 10 % (sepuluh persen)  dari uang representasi yang
bersangkutan.




o . ‘Bagian Kehrna

L R Tunjangan Jabatan

R T Pasa18 |

e :TunJangan Jabatan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf a ‘angka 5 diberikan setiap: “butan -képada Pimpinan .dan
, Anggota DPRD:: besar: 145% (seratus empat puluh hma persen) dari
uang representa 1ryang bersangkutan : :

"mﬁ"'l‘unjangan Reses
’ | Pasal 10

'(2) Pemngkatan k1ne13a sebagalmana "'maksud pada ayat (1),

itercermin’ d: tlngkat kehadiran: dalam: me g1kut1 -fapat-rapat
:DPRD: dan kélancaran agenda keglatan DPRD serta fungsi, tugas
dan wewenang DPRD ’

Pasal 11

A1) ’I\m_]angan resés- sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
thuraf b, angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada
P1mp1nan dan Anggota DPRD. :

‘ (2) Pembenan tunJangan FESES: sebaga1mana dlmaksud pada. ayat (1),
dalam rangka‘,_, ‘efektifitas dalam :menjaring, -menampung- dan
menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemxhhannya



Pasal 12

(1) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses, diberikan

(2)

(3)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaraq
pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai
aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga)

kelompok, yaitu:

a. tinggi;
b. sedang; dan , .
c. rendah. %

ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelompokan kemampuar"?.
keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 ayat
(1) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan
keuangan daerah:

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;

b. sedang, paling banyak 5 (Ilima) kali; dan

c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali,

dari uang representasi Ketua DPRD.

Besaran tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses bagi
pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB IV
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Jenis Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 13

Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraannya, kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan tunjangan
kesejahteraan.

Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri
atas:

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan kematian; dan

d. pakaian dinas dan atribut.

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan
berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya;

b. kendaraan dinas jabatan; dan

c. belanja rumah tangga.

Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa:
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:(3) Ketentuan: méngenai standar satuan harga pakaian dinas dan

(1)

(2)

(1)

)

atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Rumah Negara dan Perlengkapannya, Rumah Sewa serta
Kendaraan Dinas Jabatan

Paragraf 1
Umum ¥

Pasal 17

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinaiq
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a
dan huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, dapat disediakan bagi Anggota
DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemakaian dan Pemeliharaan

Pasal 18

Pemakaian Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1),
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemeliharaan Rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1), dibebankan pada APBD.

Pasal 19

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
tidak dapat disewakan, digunausahakan, dipindahtangankan,
dan/atau diubah status hukumnya.

Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diubah.

Paragraf 3
Pengembalian

Pasal 20

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti,
Rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan
wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau
berakhirnya masa bakti.

Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan
perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah

9



" negara dan peﬂengkapannya“ wajib dikembalikan dalam keadaan:

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan’
sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. .
Ketentuan mengenai tata cara pengembalian rumah negara da.n :
perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tunjangan Perumahan.
o | Pasal 21 - |

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan lgumah '
negara bagi Pimpinan, dan bagi Anggota DPRD sebagém‘fana
dimaksud dalam Pasal 17, kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan. o
Tunjangan perumahan - bagi -Pimpinan- dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk
uang dan dibayarkan ‘setiap bulan terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah/janji. :

Pasal 22 |
Bagi suami  dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai
Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya
diberikan salah satu tunjangan perumahan.
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya
menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota pada daerah yang
sama, tidak diberikan tunjangan perumahan. '
Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan
sementara, tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 23

Rumah negara dan perlengkapannya: sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
secara bersamaan. . : '

(1)

@)

Pasal 24

Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud -dalam
Pasal 22 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, serta standar
luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. . : :

Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai
dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk
standar rumah negara. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak
termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. :

10



dan. Anggota ‘DPRD,
n.- Perumahan dan
2O ota DPRD pI’OVlns1

- (3) Besaran
t1dak bol’

: laglan Ketu_]uh
’I‘un_]angan Transportas1

Pasal 25:

belum dapat menyedlakan
] im an . DPRD sebagalmana
'al" 17 ayat (1),‘;kepada yang bersangkutan
gan, _ansportas1

bag1 v P1mp" an: "DPRD sebagmmana
g § l)dan -f “Anggot‘ PRD, diberikan' dalam
ayarkan setlap bulan-; terhltung mulai tanggal
umpah/ janji. ,

eﬁdaraan yang berlaku
bagi Pimpinan dan

BelanJa Rumah gga
Pasal 29 N

(1) ;--Belan_]a rumah tangga sebagalmana dlmaksud dalam ‘Pasal 13
-ayat. (3) huraf c¢ disediakan - dalam -;rangka menunjang
-ipelaksanaan fungs1 tugas dan Wewenang lepman DPRD.
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(2)

(3)

Belanja rumah tangga sebagaimana dimak§ud pada ayat (1)‘
digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. _
Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan
kegiatan sekretariat DPRD. |

Ketentuan mengenai standar kebutuhan minima.! rumrilh tangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Walikota.

Pasal 30

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah
negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c.

(1)

(2)

(5)

BAB V
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Pasal 31

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau
mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.

Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada aya_fft

(1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD,

dengan ketentuan: :

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun,
diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang
representasi; :

b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi; :

c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa
pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
dan

e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6
(enam) bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang
jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
kepada ahli warisnya.

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan
tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian. "i

12




| BAB VI
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Jenis Belanja Penunjang Kegiatan DPRD
Pasal 32

/(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung
i kelancaran fungen, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
|

| a. program, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja; _ :
3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan
Daerah; . j
4. penmgkatan kapasitas dan profesmnallsme sumber daya.
manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan
kemasyarakatan;
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD;
b. dana operasional P1mp1nan DPRD;
c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD;
d.. penyediaan tenaga ahli fraksi;
e. belanja sekretariat fraksi;
(2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun  berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program Kegiatan DPRD

Pasal 33

-|Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a,

diuraikan ke dalam beberapa kegiatan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

! Bagian Ketiga
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 34

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 32 ayat (1) huruf b, diberikan setlap bulan kepada Ketua
DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

(2) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional
yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan
lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil
ketua DPRD sehari-hari. .

(3) Dana operas1ona1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
- sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

13
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% Pasal 41
' Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

;Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
'Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
' Daerah Kota Pematang31antar

|
.; Ditetapkan di Pematangsiantar
- pada tanggal &8 Agustus 2013y

WALIKOTA JSIANTAR,

| | ' '
' | HEFRIANSYAH

pada tanggal ?3.8 Agustus,
Plt. SEKRETA:RIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

RE?s“ AN PANJAITAN
LEMBARAN AERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR ¢

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (4/117/2017)
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR

UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah
menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan
urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur
penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-
nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari
sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD.
Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan
Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak
saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan
dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu
pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga
pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat
memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di
daerah.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah
perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang
kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk
meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah
dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan
rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga,
mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah
Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksi melalui
penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRD.
Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRD
diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ’ .
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
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Pasal 3

_Yang d1maksud dengan “asas - eﬁs1ens1 adalah pembenan hak
'keuangan.dan. adm1n13trat1f bagi P1mp1nan dan ‘Anggota DPRD dalam .
, penyelenggaraan pemenntahan daerah d11akukan untuk mencapal
S Ihasﬂ yang. terbalk : , e :
'--Hurufb JORRE :
o Yang d1maksud dengan asas efektlﬁtas - adalah pembenan hak‘ )
| keuangan dan admlnlstratlf bagl P1mp1na_n dan'_ Anggota DPRD .yang -
. Iberor1entas1 pada ‘tujuan penyelenggar :'emerlntahan daerah
“. f,! secara tepat guna dan berdaya guna o
.Hurufc , SRS URER TN
,Yang d1maksud dengan' "asas kewaJaran adalah pembenan ‘hak
) 'keuangan dan admmlstratlf bag1 leplnan dan Anggota DPRD
_ gdllakukan secara Wa_]ar, ad1l dan setara T , .
Hurufd A SR ' :
- !Yang d1maksud dengan asas ras1ona11tas ,_alah pembenan hak-

'keuangan dan administratif - bagi: P1mp1nan “dan ‘Anggota DPRD =~ B

| dilakukan secara tepat ‘dan sesua1 _dengan -rketentuan peraturan

ﬁperundang—undanga_n o O I 2 '

) Huruf e - :

rYang dlmaksud dengan "asas’ ma_nfaa

| . keuangan: dan adm1n1strat1f bag1 P1mp1n.

o sbermanfaat untuk mendukungz-_'

R Wewenangnya SR NTRO _;-f. - T

s Yang d1maksud dengan 'Asas. akuntablhtas adalah penerlmaan hak

_ keuangan dan administratif oleh leplnan dan Anggota DPRD harus
dlpertangggung]awabkan kepada masyarakat yang dlwaklhnya

fdalah pembenan hakl
dan: Anggota DPRD dapat
elaksanaan "’-‘ifungs1 tugas dan

Cukup Jelas :

'Pasal 4 o

Pasal S:

Ayat (1) ' .
" |Yang d1maksud dengan paJaknya adalah paJak atas penghasﬂan
:sehubungan dengan pekerjaan '‘jasa; atau keg1atan dengan nama dan
. |dalam  bentuk -apa - ‘pun’ yang d1ter1ma -atau; d1peroleh Wa_]lb paJak'
: ;..iorang pribadi’ ‘dalam negerl sesua1 dengan ketentuan peraturan"
S :;perundang undangan : -
Ayat 2). S
Cukup Jelas S

Cukup _]elas

Pasal 6 - .

Pasal 7

Ayat (1) - R - :
‘ TunJangan keluarga d1ber1kan dalam bentuk tun_]angan 1str1/ suami
dan tunjangan anak kepada P1mp1nan dan .Anggota DPRD' yang .
' -:,.mem111k1 istri/suami dan’ anak yang sah berdasarkan ketentuan._
tperaturan perundang undangan - L
Ayat (2) . ,
‘=3CukupJelas,- L

Cui{up Jelas o

Pasal 8 = i

Pasal 9

Cukup Jelas

Ayat ('1) ' _ :
}Cukupjelas AT






Pasal 28

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31 .
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1) A .
Belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai
pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau
sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.
Ayat (2) :
. : ' Cukup jelas.
Pasal 33 ! :
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
1Cukup Jelas
Ayat (2) :
'Yang dimaksud dengan "representasi" antara lain menyampaikan
iberbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat,
‘melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada
iseluruh Anggota DPRD."
'Yang dimaksud dengan "pelayanan" antara lain untuk pelayanan,
‘keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas
.ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
' Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain" antara lain untuk mengikuti
‘upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan
\pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada
Walikota, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat,
fmenjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada
'masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
Ayat (3)
| Cukup jelas.
Ayat (4)
'Cukup jelas.
Ayat (iS)
'Cukup jelas.
Ayat (6)
|Cukup jelas.
Ayat d?)
\Cukup jelas.
Pasal 35 | '
Cukup jelas.
Pasal 36 |
Cukuip jelas.
Pasal 37 |
Cuku‘p jelas.
Pasal 38 |
Cukup jelas.
Pasal 39 |
Cukup jelas.
Pasal 40 :
Cukup jelas.
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Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 4
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